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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kemampuan dalam 

memanfaatkan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

membuat terobosan-terobosan baru dalam menghadapi tantangan disrupsi di era 

revolusi industri 4.0. yang biasa disebut Keterampilan Digital. Untuk itu, ASN, 

khususnya ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus selalu haus akan 

ilmu-ilmu yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. 

Keterampilan digital ASN di Indonesia masih rendah seperti hasil penelitian 

(Rumata & Nugraha, 2020: 469) yang mengatakan rendahnya tingkat perilaku 

digital ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika pada kegiatan Survei literasi 

digital pada instansi pemerintah dan penelitian (Munstashir & Tricahyono, 2021) 

menunjukkan bahwa keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN 

Kabupaten Bogor masih memiliki nilai dibawah yang disyaratkan oleh para expert. 

Pada dasarnya pemanfaatan teknologi digital hanya berperan sebagai tools. 

Sehingga untuk meningkatkan keterampilan digital secara optimal, pemerintah 

membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Namun, saat ini Pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan 

SDM yang memiliki kemampuan di bidang teknologi   informasi   dan   komunikasi.   

Menurut   Rumata  dan   Nugraha   (Rumata & Nugraha, 2020: 468) ‘Berdasarkan 

data World Economy Forum Human Capital Indonesia pada tahun 2017, kualitas 

ASN Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand’, hal ini tentu 

saja dapat  menghambat  implementasi  pemerintahan digital.  Berdasarkan  data 
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World Public Sector Reports - United Nations 2021, Indonesia masuk kategori 

rendah dalam kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan publik.  

Pemerintah Indonesia meluncurkan Roadmap Making Indonesia 4.0 untuk 

beradaptasi dengan Era Industri 4.0 dengan menetapkan langkah-langkah 

strategis dalam roadmap tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia dihadapkan 

pada tantangan infrastruktur dan SDM. Melalui Kementerian KOMINFO yang 

merupakan penanggung jawab bidang komunikasi dan informatika di Indonesia, 

mulai berfokus kepada pembangunan sektor telekomunikasi pada tahun 2015 - 

2019 (Dhahir, 2019: 4). Tersedianya infrastruktur tersebut ternyata belum mampu 

dimanfaatkan secara optimal oleh ASN. 

Berdasarkan hasil penelitian Rumata dan Nugraha (Rumata & Nugraha, 

2020, hal. 482) rata-rata tingkat literasi digital di kalangan para ASN di 

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wawasan dan keterampilan 

digital yang cukup, akan tetapi perilaku digitalnya masih tergolong rendah. Artian 

ASN memiliki pengetahuan terkait penggunaan digital, namun kurang terampil 

dalam mengoperasionalisasikan alat digital yang kemungkinan disebabkan karena 

minimnya pelatihan teknologi informasi bagi ASN. 

Pemanfaatan digital dalam proses pemerintahan (e-government) akan 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang 

baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. 

Implementasi e-government yang baik merupakan salah satu cara yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Ada beberapa aturan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah antara lain (1) Inpres RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government (Presiden RI, 2003), (2) Undang- 
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Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Presiden RI, 

2008), (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, (4) Undang-Undang  No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (5) 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda serta (6) Peraturan Pemerintah 

No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008. 

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian  

Komunikasi dan Informatika Makassar (BBPSDMP) merupakan salah satu unit 

pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas 

pokok pengembangan SDM dan penelitian. Menurut hasil penelitian (Darman dkk, 

2018), ASN pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur yang berkecimpung 

dalam sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat, rata-rata masih memiliki 

kemampuan digital yang terbatas. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya 

pelatihan teknis terkait keterampilan digital yang mereka terima. 

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 

Komunikasi dan Informatika Makassar bertugas dalam melaksanakan pengkajian 

dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas 

dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan. Unsur 

SDM dari Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian 

Komunikasi dan Informatika Makassar (BBPSDMP) Makassar dipandang paling 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan pengembangan SDM 

di masyarakat. Mengingat bahwa ketersediaan SDM pada Balai Besar 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan 

Informatika Makassar (BBPSDMP) Makassar terbilang sedikit yaitu hanya 29 

orang pegawai dengan wilayah kerja sebanyak 7 provinsi. Oleh karena itu, dalam 
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mendukung pelaksanaan tugas tersebut, sangat diperlukan keterampilan kerja di 

bidang digital. 

Hasil pengamatan awal terhadap keterampilan digital ASN pada Balai 

Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan 

Informatika Makassar menunjukkan keberagaman dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi  dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini menjadi 

kendala dikarenakan tidak seragamnya keterampilan digital pegawai 

mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas. Pengembangan 

keterampilan digital pegawai Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar belum terkoordinir baik dan 

lebih mayoritas dilaksanakan oleh pegawai secara mandiri. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai analisis pengembangan 

keterampilan digital pada ASN di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar dianggap penting 

dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tingkat 

keterampilan digital ASN di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar serta memberikan 

rekomendasi terhadap program pengembangan keterampilan digital yang 

dibutuhkan oleh ASN di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar (BBPSDMP) Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan beberapa 

pertanyaan ilmiah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana keterampilan digital ASN saat ini di Balai Besar Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar? 

2. Bagaimana pengembangan keterampilan digital ASN di Balai Besar 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan 

Informatika Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui keterampilan digital ASN saat ini di Balai Besar Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar. 

2. Mengetahui pengembangan keterampilan digital ASN di Balai Besar 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan 

Informatika Makassar . 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menyajikan hasil kajian ilmiah tentang keterampilan digital ASN di Balai Besar 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan 

Informatika Makassar. 

2. Memberikan rekomendasi terhadap program pengembangan keterampilan 

digital SDM yang dibutuhkan oleh para ASN.


